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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim merupakan jantung dari proses peradilan yang menentukan kualitas dan legitimasi suatu putusan pengadilan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bagaimana hakim sampai pada kesimpulan tertentu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan penerapan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap pada saat proses persidangan. Tahapan ini bukan hanya merupakan rutinitas administratif, tetapi merupakan proses intelektual yang kompleks yang melibatkan analisis yuridis, evaluasi faktual, dan penerapan prinsip-prinsip keadilan. Dalam tahapan ini, hakim harus mampu menyaring dan menganalisis berbagai informasi yang diperoleh selama persidangan, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti-bukti fisik, hingga keterangan terdakwa.

Mukti Arto menegaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan.
 Pernyataan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim harus mampu mengintegrasikan tiga nilai fundamental dalam hukum, yakni keadilan (justitia), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (doelmatigheid).

Aspek keadilan dalam pertimbangan hakim berkaitan dengan kemampuan hakim untuk memberikan perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim harus memastikan bahwa pertimbangan yang diberikan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.
 Aspek kepastian hukum mengharuskan hakim untuk memberikan pertimbangan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang telah mapan. Sementara aspek kemanfaatan mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan dampak praktis dari putusan yang akan dijatuhkan.
Pertimbangan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan pengadilan. Pertimbangan tersebut berisi alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dalam menerapkan ketentuan hukum yang relevan terhadap perkara yang diperiksa.

Secara konseptual, pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai proses berpikir yuridis yang dilakukan oleh hakim untuk menghubungkan antara fakta hukum dengan norma hukum. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada hukum yang berlaku dan rasa keadilan.

Dalam hukum acara pidana, pertimbangan hakim berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hakim harus menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari persidangan.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan asas kepastian hukum. Melalui pertimbangan yang jelas dan sistematis, putusan pengadilan dapat dipahami oleh para pihak dan masyarakat, sehingga memberikan kejelasan mengenai alasan dijatuhkannya suatu putusan serta konsekuensi hukumnya.

Selain kepastian hukum, pertimbangan hakim juga berkaitan erat dengan asas keadilan. Hakim tidak hanya menilai aspek normatif dari suatu perkara, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim diharapkan mampu mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana umumnya terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi analisis terhadap unsur tindak pidana, alat bukti, dan ketentuan hukum yang diterapkan, sedangkan pertimbangan nonyuridis mencakup latar belakang terdakwa, kondisi sosial, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim berperan menentukan tingkat kesalahan terdakwa. Hakim menilai apakah terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kelalaian, serta apakah terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan hakim juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan kehakiman. Dengan adanya kewajiban untuk memuat pertimbangan secara tertulis dalam putusan, hakim dituntut untuk mempertanggungjawabkan putusannya secara ilmiah dan hukum, baik kepada para pihak maupun kepada publik.

Dalam praktik peradilan, kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan kualitas putusan. Pertimbangan yang lengkap, logis, dan konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sedangkan pertimbangan yang lemah dapat menimbulkan kritik dan ketidakpuasan.

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai landasan yuridis dan rasional yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut menjadi jembatan antara fakta dan hukum, sekaligus mencerminkan upaya hakim untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian suatu perkara.
Kualitas pertimbangan hakim akan menentukan legitimasi dan akseptabilitas putusan di mata masyarakat. Pertimbangan yang tidak teliti, baik, dan cermat dapat menyebabkan putusan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya memiliki implikasi terhadap pihak-pihak yang langsung terlibat dalam perkara, tetapi juga terhadap integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim
Landasan hukum pertimbangan hakim dalam sistem peradilan Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
 Ketentuan ini memberikan landasan filosofis dan yuridis bagi independensi hakim dalam memberikan pertimbangan putusan.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka di mana dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial.
 Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 Prinsip ketidakberpihakan ini mengharuskan hakim untuk memberikan pertimbangan yang objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk aktif mencari dan menemukan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis formal tetapi juga nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

3. Komponen Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim yang berkualitas harus memiliki struktur yang sistematis dan mencakup berbagai komponen yang diperlukan untuk menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
 Pada dasarnya, pertimbangan hakim harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pertimbangan Fakta
Komponen ini mencakup pokok perkara dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dibantah. Hakim harus mengidentifikasi dengan jelas apa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara, termasuk dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan tanggapan dari pihak terdakwa. Hakim juga harus mencatat fakta-fakta yang diakui oleh semua pihak dan tidak menjadi sengketa.

b. Pertimbangan Yuridis
Komponen ini merupakan inti dari pertimbangan hakim, yaitu terdapat analisis yuridis putusan dalam segala aspek mengenai semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 Hakim harus melakukan analisis yang komprehensif terhadap semua bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Analisis yuridis ini mencakup analisis unsur-unsur tindak pidana di mana hakim harus menganalisis secara detail apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terbukti. Hakim juga harus mengevaluasi kualitas dan kredibilitas setiap alat bukti yang diajukan serta menunjukkan bagaimana ketentuan hukum yang relevan diterapkan terhadap fakta-fakta yang terbukti.

c. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan sosiologis mencakup latar belakang terdakwa, kondisi sosial ekonomi, dampak perbuatan terhadap masyarakat, dan faktor-faktor non-yuridis lainnya yang relevan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, pertimbangan ini meliputi apakah terdakwa adalah pecandu yang memerlukan rehabilitasi atau pengedar yang harus diberikan efek jera.

B. 
Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan
Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.
 Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan.

Sudarto memberikan pengertian pemidanaan sebagai sinonim dari penghukuman yang berarti keseluruhan dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pidana termasuk di dalamnya masalah perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana dan siapa saja yang dapat dipidana.

Pemidanaan merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pemidanaan dilakukan melalui putusan pengadilan sebagai bentuk reaksi hukum atas pelanggaran norma pidana yang bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum dalam masyarakat.

Secara konseptual, pemidanaan dapat dipahami sebagai proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga merupakan sarana penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara sah, adil, dan proporsional.

Dalam hukum pidana, pemidanaan erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan. Dengan demikian, pemidanaan merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana setelah terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Pemidanaan juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan tersebut antara lain sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, pencegahan agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi tindak pidana, serta pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pemidanaan diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara bersamaan.

Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan wewenang hakim yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis maupun non-yuridis, untuk menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat.

2. Jenis-Jenis Pidana
Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok
Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
 Pidana penjara merupakan pidana pokok yang paling sering dijatuhkan dalam perkara tindak pidana narkotika. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk waktu tertentu dengan batas minimum satu hari dan maksimum dua puluh tahun berturut-turut.

Pidana denda juga sering dijatuhkan dalam perkara narkotika, baik sebagai pidana tunggal maupun sebagai pidana yang dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara. Besaran denda dalam tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Pidana pokok merupakan jenis pidana utama yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pidana pokok mencerminkan bentuk sanksi utama atas perbuatan pidana yang dilakukan dan menjadi inti dari pemidanaan dalam hukum pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana pokok diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana pokok bersifat berdiri sendiri dan dapat dijatuhkan tanpa harus disertai pidana lain, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Oleh karena itu, pidana pokok menjadi dasar utama dalam menentukan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Jenis-jenis pidana pokok dalam hukum pidana meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Masing-masing jenis pidana pokok tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana pokok yang paling sering dijatuhkan dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana yang disertai kekerasan. Pidana ini bertujuan membatasi kebebasan pelaku dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk pembalasan sekaligus pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Pidana kurungan pada umumnya dijatuhkan untuk tindak pidana yang relatif ringan dibandingkan pidana penjara. Meskipun demikian, pidana kurungan tetap merupakan pidana pokok yang sah dan memiliki konsekuensi hukum bagi terpidana.

Pidana denda sebagai pidana pokok dijatuhkan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Pidana ini bertujuan memberikan efek jera secara ekonomis dan sering digunakan dalam tindak pidana tertentu yang tidak selalu memerlukan perampasan kemerdekaan pelaku.

Dengan demikian, pidana pokok merupakan instrumen utama dalam pemidanaan yang berfungsi untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana pokok oleh hakim harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara optimal.

b. Pidana Tambahan
Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim selain pidana pokok kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana tambahan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti atau melekat pada pidana pokok yang dijatuhkan dalam suatu putusan pengadilan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana tambahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sarana untuk memperkuat efek pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan, tergantung pada keadaan perkara dan pertimbangan keadilan.

Jenis-jenis pidana tambahan dalam hukum pidana meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memberikan konsekuensi hukum yang lebih luas terhadap pelaku tindak pidana, terutama dalam kaitannya dengan pencegahan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Pencabutan hak-hak tertentu sebagai pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak untuk menjalankan jabatan, profesi, atau hak-hak lain yang diberikan oleh negara. Pidana tambahan ini dijatuhkan apabila pelaku dianggap tidak layak untuk menggunakan hak-hak tertentu akibat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Perampasan barang-barang tertentu sebagai pidana tambahan bertujuan untuk menghilangkan sarana atau hasil dari tindak pidana. Barang-barang yang dirampas dapat berupa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang hasil kejahatan, sehingga pelaku tidak lagi memperoleh manfaat dari perbuatannya.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan sebagai sarana preventif dan edukatif. Dengan diumumkannya putusan, masyarakat diharapkan mengetahui adanya sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum.

Dengan demikian, pidana tambahan berfungsi sebagai pelengkap pidana pokok yang bertujuan memperkuat tujuan pemidanaan. Penjatuhan pidana tambahan oleh hakim harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan pertimbangan yang matang agar tidak melanggar asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum pidana.

Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
 Dalam perkara narkotika, pidana tambahan yang sering dijatuhkan adalah perampasan barang bukti berupa narkotika dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

C. 
Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika
Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membius.
 Secara terminologis, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Definisi ini mencakup beberapa elemen penting, yakni asal substansi yang dapat berupa tanaman atau non-tanaman, metode produksi yang dapat berupa sintetis atau semisintetis, efek farmakologis terhadap kesadaran dan rasa nyeri, serta potensi ketergantungan.

2. Penggolongan Narkotika
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan dan nilai terapeutiknya.

a. Narkotika Golongan I
Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 Contoh Narkotika Golongan I antara lain ganja, heroin, kokain, dan MDMA atau ekstasi.

b. Narkotika Golongan II
Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 Contoh Narkotika Golongan II antara lain morfin, petidin, dan metadon.

c. Narkotika Golongan III
Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
 Contoh Narkotika Golongan III antara lain kodein dan turunan-turunannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika
Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa tindak pidana adalah "perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)".

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan berkaitan dengan penyalahgunaan, peredaran gelap, produksi, penyimpanan, penguasaan, atau pemanfaatan narkotika yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut dipandang sebagai kejahatan serius karena berdampak luas terhadap kesehatan individu, ketertiban sosial, dan keamanan masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika, mulai dari penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri hingga peredaran gelap narkotika dalam skala besar.

Secara yuridis, tindak pidana narkotika dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai narkotika dan menimbulkan ancaman terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu kesehatan masyarakat dan generasi bangsa. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa izin. Setiap perbuatan tersebut memiliki kualifikasi pidana yang berbeda, tergantung pada jenis narkotika, jumlah, serta tujuan penggunaannya.

Selain perbuatan yang bersifat aktif, tindak pidana narkotika juga dapat berupa perbuatan pasif, seperti turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, ketentuan mengenai penyertaan dalam hukum pidana tetap berlaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Tindak pidana narkotika juga memiliki karakteristik khusus karena sering dilakukan secara terorganisasi dan lintas wilayah. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkotika memerlukan pendekatan hukum yang tegas, terintegrasi, dan berkesinambungan antara aparat penegak hukum.

Dalam perspektif pemidanaan, tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.

Pengertian tindak pidana narkotika mencerminkan pandangan hukum pidana bahwa narkotika merupakan objek kejahatan yang pengaturannya memerlukan perhatian khusus. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diharapkan mampu melindungi masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta menjamin keberlangsungan generasi bangsa dari bahaya narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merinci secara komprehensif berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.
 Berdasarkan analisis terhadap ketentuan undang-undang tersebut, tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori.
a. Tindak Pidana Kepemilikan
Tindak pidana kepemilikan meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III.
Tindak pidana kepemilikan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana narkotika yang paling sering dijumpai dalam praktik penegakan hukum. Kepemilikan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena membuka peluang terjadinya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika yang berdampak serius terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana kepemilikan narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini melarang setiap orang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk tujuan lain.

Secara yuridis, kepemilikan narkotika diartikan sebagai penguasaan narkotika secara nyata oleh seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat dibuktikan dengan adanya narkotika dalam kekuasaan fisik atau pengendalian pelaku. Penguasaan tersebut tidak harus bersifat permanen, tetapi cukup menunjukkan adanya hubungan faktual antara pelaku dan narkotika yang dimilikinya.

Tindak pidana kepemilikan narkotika dapat dikualifikasikan berdasarkan jenis narkotika yang dimiliki, yaitu narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III. Perbedaan golongan narkotika tersebut berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana yang dijatuhkan, mengingat tingkat bahaya dan potensi penyalahgunaannya yang berbeda.

Selain jenis narkotika, jumlah atau berat narkotika yang dimiliki juga menjadi faktor penting dalam menentukan kualifikasi tindak pidana kepemilikan narkotika. Kepemilikan narkotika dalam jumlah tertentu dapat mengindikasikan tujuan lain selain penggunaan pribadi, sehingga berpotensi dikaitkan dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Dalam pembuktian tindak pidana kepemilikan narkotika, aparat penegak hukum harus membuktikan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini menjadi pembeda antara kepemilikan narkotika yang sah untuk kepentingan tertentu, seperti penelitian atau pelayanan kesehatan, dengan kepemilikan narkotika yang dilarang oleh hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kepemilikan narkotika mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Pelaku harus terbukti mengetahui dan menghendaki penguasaan narkotika tersebut. Apabila pelaku tidak mengetahui keberadaan narkotika dalam penguasaannya, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi.
b. Tindak Pidana Produksi dan Distribusi
Tindak pidana produksi dan distribusi meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III.
Tindak pidana produksi dan distribusi narkotika merupakan bentuk kejahatan narkotika yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena berperan langsung dalam memperluas peredaran gelap narkotika di masyarakat. Produksi dan distribusi narkotika tidak hanya merugikan individu pengguna, tetapi juga mengancam kesehatan publik, keamanan sosial, dan ketertiban umum.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana produksi narkotika mencakup kegiatan menanam, memelihara, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, atau meramu narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut dilarang secara tegas karena menjadi sumber utama tersedianya narkotika ilegal yang kemudian diedarkan kepada masyarakat.

Distribusi narkotika meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau mengedarkan narkotika tanpa hak. Distribusi narkotika dipandang sebagai mata rantai penting dalam kejahatan narkotika karena menghubungkan produsen dengan konsumen narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara rinci tindak pidana produksi dan distribusi narkotika dengan ancaman pidana yang sangat berat. Pengaturan tersebut menunjukkan sikap tegas negara dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan generasi bangsa.

Kualifikasi tindak pidana produksi dan distribusi narkotika juga ditentukan berdasarkan jenis narkotika yang diproduksi atau diedarkan, yaitu narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III. Semakin tinggi tingkat bahaya narkotika, semakin berat pula ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku.

Selain jenis narkotika, jumlah atau berat narkotika yang diproduksi atau diedarkan menjadi faktor penting dalam menentukan berat ringannya pidana. Produksi dan distribusi narkotika dalam jumlah besar sering kali dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi, sehingga dipandang sebagai bentuk kejahatan yang sangat serius.

Tindak pidana produksi dan distribusi narkotika pada umumnya dilakukan secara terencana dan melibatkan jaringan yang terorganisasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam pembuktian perkara produksi dan distribusi narkotika, aparat penegak hukum harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum serta keterkaitan antara pelaku dengan narkotika yang diproduksi atau diedarkan. Pembuktian ini memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi dan distribusi narkotika bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Dengan penjatuhan pidana yang berat, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah meluasnya kejahatan narkotika di masa yang akan datang.
c. Tindak Pidana Perdagangan
Tindak pidana perdagangan meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 114 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 124 untuk Narkotika Golongan III.

d. Tindak Pidana Penyalahgunaan
Pasal 127 mengatur secara khusus tentang penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
 Kategori ini mencerminkan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana narkotika yang membedakan antara pelaku yang terlibat dalam perdagangan narkotika dengan pengguna yang menjadi korban ketergantungan. Pasal 127 ayat (2) memberikan alternatif sanksi berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika.
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana narkotika yang berkaitan langsung dengan penggunaan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan kesehatan fisik dan mental pelaku serta berdampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini membedakan secara tegas antara pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika, sehingga pendekatan hukum yang digunakan juga berbeda.

Secara yuridis, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti kepentingan medis atau penelitian. Setiap penggunaan narkotika di luar kepentingan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika umumnya dilakukan untuk kepentingan pribadi, yaitu menggunakan narkotika untuk memperoleh efek tertentu bagi diri pelaku. Meskipun tidak selalu melibatkan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika tetap dipandang sebagai perbuatan pidana karena berpotensi menimbulkan ketergantungan dan mendorong terjadinya kejahatan narkotika lainnya.

Dalam praktik penegakan hukum, penyalahgunaan narkotika sering kali melibatkan pelaku yang sekaligus berstatus sebagai korban ketergantungan narkotika. Oleh karena itu, hukum pidana narkotika mengadopsi pendekatan ganda, yaitu pendekatan represif melalui pemidanaan dan pendekatan rehabilitatif melalui tindakan rehabilitasi medis dan sosial.

Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga ditentukan berdasarkan jenis narkotika yang digunakan, yaitu narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III. Perbedaan golongan narkotika tersebut berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana dan kemungkinan penerapan tindakan rehabilitasi.

Selain jenis narkotika, frekuensi dan intensitas penyalahgunaan juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara berulang dapat menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi dan memengaruhi kebijakan penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku.

Dalam pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, aparat penegak hukum harus membuktikan adanya perbuatan menggunakan narkotika tanpa hak serta keterkaitan langsung antara pelaku dan narkotika yang digunakan. Pembuktian tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kesalahan dan menentukan jenis sanksi yang tepat.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi pelaku dan masyarakat dari dampak buruk narkotika. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengedepankan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan pidana yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan bentuk tindak pidana narkotika lainnya. Penanganan yang seimbang antara pemidanaan dan rehabilitasi diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika secara berkelanjutan.

4. Sanksi Pidana Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana yang bervariasi tergantung pada golongan narkotika dan jenis perbuatan yang dilakukan.

a. Sanksi untuk Narkotika Golongan I
Untuk tindak pidana yang melibatkan Narkotika Golongan I, sanksi pidana yang diancamkan sangat berat. Pasal 111 mengancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk kepemilikan narkotika dalam bentuk tanaman.
 Pasal 114 mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana mati untuk perdagangan narkotika dalam jumlah tertentu.

b. Sanksi untuk Narkotika Golongan II
Untuk tindak pidana yang melibatkan Narkotika Golongan II, sanksi pidana yang diancamkan lebih ringan dibandingkan Golongan I. Pasal 117 mengancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kepemilikan.

c. Sanksi untuk Narkotika Golongan III
Untuk tindak pidana yang melibatkan Narkotika Golongan III, sanksi pidana yang diancamkan paling ringan. Pasal 122 mengancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk kepemilikan.

d. Sanksi untuk Penyalahgunaan
Pasal 127 mengatur bahwa setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III paling lama 1 (satu) tahun.
 Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Ketentuan rehabilitasi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengadopsi pendekatan ganda (double track system) dalam penanganan tindak pidana narkotika, yaitu pendekatan punitif bagi pengedar dan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna atau pecandu.
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